KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI
POLITIK (SIPOL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

Menimbang : a. bahwa Sistem Informasi Pencalonan (SIPOL)
merupakan sistem informasi resmi Komisi Pemilihan
Umum yang digunakan dalam pengelolaan dan
penyampaian data serta dokumen pencalonan dalam
penyelenggaraan Pemilihan Umum dan/atau
Pemilihan;

b. bahwa untuk menjamin pengelolaan dan pengoperasian
Sistem Informasi Pencalonan (SIPOL) secara tertib,
konsisten, dan berkesinambungan, baik pada masa
tahapan maupun di luar tahapan Pemilihan Umum
dan/atau Pemilihan, perlu menunjuk dan menetapkan
Admin dan Operator Sistem Informasi Partai Politik
(Sipol) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Wakatobi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, periu
menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Wakatobi tentang Penetapan Admin
dan Operator Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Pada
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;
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Mengingat 1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
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Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 320),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan

Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Keija Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan
Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomeor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum -Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun
2022 tentang Pendaftran, Verifikasi, dan penetapan
Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 680) sebagaimana telal} diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomeor 195 Tahun
2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi
Partai Politik sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan
Umurn;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365
Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran
Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem
Informasi Partai Politik sebagaima telah diubah dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi
Pemilihan Urnum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang
Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik
Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai
Politik;
' MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PENETAPAN ADMIN
DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
(SIPOL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAKATOBI.
Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Partai
Politik (Sipol) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Wakatobi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.
Admin dan Operator SIPOL sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU memiliki Tugas dan Fungsi
meliputi:
a. Menyiapkan dokumen pemutakhiran data Partai
Politik secara berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota

jdih.kpu.go.id/suitrajwakatobi




atau kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik
tingkat pusat;

b. Melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara
berkelanjutan melalui Sipol di tingkat kabupaten dan
tingkat kecamatan atau kewenangan yang diberikan
oleh Partai Politik tingkat pusat; dan

c. Melakukan koordinasi terkait pemutakhiran data
Partai Politik secara berkelanjutan dengan Petugas
Penghubung di masing-masing tingkatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 3 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd

SAMSU AGUSDAR SAFIUDDIN

Salinan susuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

Kepala Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI
PARTAI POLITIK (SIPOL) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WAKATOBI

ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

| Jabatan dalam Diangkat
No. Nama/NIP | Di Suluin Tatatass
(1) (2) '; (3) (4)
Kasubag Teknis
1 Abdul Majid Penyelenggaraan Admin SIPOL

NIP. 197811032006041005 | Pemilu dan Hukum

Staf pada Sub

Bagian Teknis

La Ode Candra Operator SIPOL

2 Penyelenggaraan
NIP. 199609222025061003 Pernihi Aan Bk

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 3 Februari 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan susuai dengan aslinya KABUPATEN WAKATOBI,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAKATOBI ttd

Kepala Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan

Jroita-qdy Rulkum, SAMSU AGUSDAR SAFIUDDIN

jdih.kpu.go.id/sultra/wakatobi




